
 

 

 

 
 

 
 

BUPATI REMBANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI REMBANG 

 

NOMOR 47 TAHUN 2020 
 

TENTANG  
 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

 DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI REMBANG, 

 
Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 

Kabupaten Rembang Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaa dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

 
 

 

 

  

SALINAN 



 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

  7. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 
 

  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
108); 

 
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171); 



 

 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

 
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
 

  22. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 
 

 



 

 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
  24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 
 

  25. 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 
  26. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

 
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

 
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 

61); 
 

  29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik 
Daerah Kabupaten Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD BKK 

Kaliori dan PT. Bank  Pembangunan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal 

Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten 
Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD BKK Kaliori dan PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 4); 

 
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Rembang Nomor 128); 
 

 

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2006/6TAHUN2006PP.htm


 

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 132); 
 

  32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 15); 
 

  33. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan 

Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 
Nomor 28); 

 
  34. Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 52 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Rembang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2019 Nomor 55 ); 
 

  35. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 54) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 32); 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARANPERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020 
 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dengan rincian 

sebagai berikut : 

 

a. Pendapatan Daerah   
 1. Semula Rp.1.891.753.253.706,00 

 2. Berkurang (Rp.  30.722.304.283,00) 
 Jumlah Pendapatan setelah 

perubahan 

 

Rp.1.861.030.949.423,00 
 
 



 

 b. Belanja Daerah 

 1. Semula Rp. 1.964.433.829.762,00 
 2. Berkurang (Rp.      72.427.452.522,00) 

 Jumlah Belanja setelah 
perubahan 

 
 Rp. 1.892.006.377.240,00 

    

 Defisit (Rp.      30.975.427.817,00) 
  

 
  

c. Pembiayaan Daerah   
 1. Penerimaan   

 a). Semula Rp.  162.548.944.056,00 
 b). Berkurang (Rp.    42.405.148.239,00) 

 Jumlah Penerimaan setelah 
perubahan 

 
Rp. 120.143.795.817,00 

  

2. Pengeluaran      

 

 a).Semula Rp.    89.868.368.000,00  

 b).Berkurang (Rp.  700.000.000,00)  
 Jumlah Pengeluaran setelah 

perubahan 

 

Rp.   89.168.368.000,00 
 Jumlah Pembiayaan Netto setelah 

perubahan 
 

Rp.   30.975.427.817,00 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan. 

 
Rp.                         0,00                           

 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Rembang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 
 

Penjabaran  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran  II, III dan IVyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
Pasal 4 

 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang lebih lanjut dituangkan dalam dokumen pelaksanaan 

perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
 

 
 
 

 

(-) 



 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 
 

 
Ditetapkan diRembang 

pada tanggal 25 September 2020 
 

BUPATI REMBANG, 
 

ttd 

 
ABDUL HAFIDZ 

 
 

 
Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 25 September 2020  

 
PJ. SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN REMBANG, 
 

             ttd 
 
 

     ACHMAD MUALIF 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 47 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


